DAMPAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT

(Studi di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten
Gunungkidul)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:

Nurrohmah Nasywa Zulfiana

NIT. 22314426

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026



ABSTRACT

The implementation of accountability and transparency in the management
of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) is one of the efforts to
achieve good governance and enhance public trust in the village government.
Pucung Village, Girisubo District, Gunungkidul Regency, has implemented various
forms of accountability and transparency through community involvement in
deliberation meetings, submission of accountability reports, and dissemination of
budget information through various media. However, several challenges remain
that may affect the effectiveness of accountability and transparency implementation
as well as the level of public trust. Therefore, this study aims to examine the impact
of accountability and transparency in APBKal management on public trust, identify
the challenges encountered in realizing accountability and transparency, and
analyze the solutions implemented by the Pucung Village Government to overcome
these challenges.

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data
were collected through interviews and documentation involving informants
consisting of the Village Head, Village Secretary, Financial Affairs Olfficer,
Chairperson and Members of the Village Consultative Body (Bamuskal),
community leaders, and residents of Pucung Village. The data were analyzed using
thematic analysis.

The results indicate that the implementation of accountability and
transparency in APBKal management in Pucung Village has a positive impact on
public trust. Accountability is reflected through community involvement in the
planning, implementation, reporting, and accountability stages of budget
management, while transparency is carried out through village deliberation
meetings, the village website, social media, APBKal billboards, and development
information boards. The application of these principles enhances public
understanding, participation, and trust, while also supporting the management of
village assets, particularly village treasury land. Nevertheless, the implementation
still faces several challenges, including limited human resources, changes in
policies and regulations, and budget constraints. To address these challenges, the
Pucung Village Government has improved information dissemination and public
outreach, strengthened coordination with relevant stakeholders, involved the
community in development planning deliberations, and implemented priority-based
budgeting according to village needs and financial capacity.

Keywords: accountability, transparency, Village Revenue and Expenditure Budget
(APBKal), and public trust.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemerintah Kalurahan, sebagai garda terdepan pelayanan publik,
memegang peranan vital dalam pembangunan wilayah perdesaan.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
ditetapkan 15 Januari 2014 yang juga dikenal sebagai Undang-Undang
Desa. Pemberlakukan peraturan tersebut memberi otonomi yang lebih besar
bagi kalurahan dalam mengelola sumber daya lokalnya, termasuk keuangan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan
kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), atau dalam konteks Daerah
Istimewa Yogyakarta disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan (APBKal). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan
keuangan kalurahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dengan memperhatikan potensi,
kebutuhan, serta prioritas pembangunan di tingkat lokal.

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu
pengaruh kuat yang menimbulkan perubahan baik positif maupun negatif
dalam kehidupan. (Aprilistya et al., 2023) menjelaskan bahwa dampak
adalah perubahan nyata yang muncul sebagai konsekuensi dari sebuah
kebijakan terhadap sikap maupun perilaku masyarakat. Dalam konteks
administrasi pemerintahan, dampak dapat dimaknai sebagai hasil, pengaruh,
atau konsekuensi dari tindakan atau kebijakan suatu pihak yang
berhubungan langsung dengan aktivitas publik.

Dalam konteks pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan (APBKal), dampak menjadi indikator penting untuk menilai
sejauh mana akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan pemerintah
kalurahan mampu menghasilkan perubahan yang berarti bagi masyarakat.

Dampak dapat terlihat dari meningkatnya efektivitas layanan publik,



bertambahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan,
serta terciptanya tata kelola keuangan yang lebih tertib dan akurat. Selain
itu, dampak juga dapat muncul dalam bentuk partisipasi masyarakat yang
lebih besar, pemanfaatan anggaran yang lebih tepat sasaran, serta penguatan
kapasitas pemerintahan kalurahan dalam menjalankan tugas-tugas
pembangunan.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama
terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan desa. (Sangki
et al, 2016) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang
memberikan jaminan kepada publik untuk mengakses berbagai informasi
mengenai penyelenggaraan pemerintahan, baik terkait kebijakan, proses
penyusunan, maupun pencapaian program. Senada dengan hal tersebut,
(Sabili et al., 2023) menekankan bahwa transparansi diwujudkan melalui
keterbukaan  pemerintah dalam  merencanakan, menyusun, dan
melaksanakan anggaran yang dapat diketahui oleh masyarakat.

Dalam (Siregar et al., 2019) mendefinisikan akuntabilitas sebagai
kewajiban pihak yang diberi tanggung jawab untuk melaporkan,
mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang
dikelola kepada pihak pemberi amanah. Sementara itu, dalam (Rusrina,
2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas yaitu mengandung unsur
pertanggungjawaban atas kinerja organisasi kepada pihak yang memiliki
kewenangan untuk melakukan evaluasi maupun pengawasan terhadap
aktivitas tersebut.

Belanja kalurahan, yang merupakan bagian dari struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), berfungsi sebagai instrumen
perencanaan tahunan pemerintah kalurahan yang disusun bersama Lurah
dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan berpedoman pada
peraturan yang berlaku (Darmawati & Budiantara, 2023). Evaluasi atas
efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

(APBKal) diperlukan untuk menilai perkembangan dan kemandirian



kalurahan, keberlanjutan pembangunan, serta pencapaian kesejahteraan

masyarakat dalam kerangka pembangunan nasional dari pinggiran.

Dalam implementasinya, Pemerintahan Kalurahan Pucung
menerapkan beberapa cara untuk memastikan terselenggaranya
akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
(APBKal), antara lain:

1. Publikasi Anggaran: Pemerintah Kalurahan Pucung memublikasikan
APBKal, baik rencana maupun realisasi, melalui papan informasi,
media sosial, dan website kalurahan sebagai bentuk transparansi kepada
masyarakat.

2. Musyawarah Kalurahan (Muskal): Perencanaan dan penetapan
anggaran dilakukan melalui Muskal yang melibatkan Badan
Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat sebagai wujud
akuntabilitas partisipatif.

3. Laporan Pertanggungjawaban: Pemerintah kalurahan menyampaikan
laporan realisasi APBKal kepada Bupati melalui Kapanewon serta
kepada BPKal sebagai bentuk akuntabilitas vertikal dan horizontal.

4. Pengawasan: Pengawasan dilakukan oleh BPKal dan perangkat
kalurahan untuk memastikan penggunaan anggaran  sesuai
peruntukannya.

Dalam pelaksanaannya kepercayaan Masyarakat menjadi hal
terpenting dalam terjalannya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. (Prihatini & Hidayati, 2019)
menjelaskan bahwa kepercayaan merupakan pernyataan mental maupun
verbal yang menggambarkan pengetahuan serta penilaian seseorang
terhadap suatu gagasan atau objek. Kepercayaan merupakan kesediaan
seseorang untuk berperilaku tertentu karena adanya keyakinan bahwa pihak
lain akan memenuhi harapannya, disertai dengan harapan bahwa kata-kata,

janji, maupun pernyataan orang yang dapat dipercaya.
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Fenomena pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo,
Kabupaten Gunungkidul, memperlihatkan dinamika menarik terkait
bagaimana akuntabilitas dan transparansi diterapkan di tingkat
pemerintahan paling dekat dengan warga. Dalam beberapa tahun terakhir,
pemerintah Kalurahan telah berupaya menerapkan prinsip transparansi
melalui penyampaian informasi anggaran kepada masyarakat, baik melalui
papan informasi maupun forum-forum musyawarah. Informasi mengenai
perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran secara umum telah
disampaikan secara terbuka.

Namun, meskipun secara formal informasi telah diberikan, masih
terdapat masyarakat yang merasa bahwa penyampaian tersebut belum
sepenuhnya mudah diakses atau dipahami, terutama bagi masyarakat yang
kurang familiar dengan istilah teknis pengelolaan keuangan desa. Hal ini
menyebabkan munculnya persepsi yang beragam: sebagian masyarakat
merasa puas dan percaya pada pemerintah Kalurahan, sementara sebagian
lainnya tetap menyimpan keraguan mengenai sejauh mana akuntabilitas dan
transparansi tersebut benar-benar dijalankan. Dinamika inilah yang menjadi
penting untuk dikaji, mengingat kepercayaan masyarakat merupakan
fondasi utama bagi efektivitas pemerintahan lokal, terutama dalam konteks
budaya masyarakat perdesaan yang menjunjung tinggi nilai kedekatan
sosial, keterbukaan, dan musyawarah.

Secara lebih luas, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa
merupakan isu strategis di Indonesia, terutama setelah diberlakukannya
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan
besar kepada Desa dalam mengelola anggaran. Peningkatan dana desa
setiap tahunnya mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan
bagaimana anggaran dialokasikan, digunakan, serta
dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa. Berbagai laporan nasional
menunjukkan bahwa sebagian desa mengalami hambatan dalam

menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, mulai dari keterbatasan
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kapasitas aparatur hingga resistensi terhadap perubahan budaya kerja.
Dalam konteks ini, fenomena yang terjadi di Kalurahan Pucung bukanlah
kasus terisolasi, melainkan bagian dari dinamika perubahan tata kelola desa
di Indonesia yang sedang beradaptasi menuju pemerintahan yang lebih
modern dan partisipatif.

Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) memiliki
keterkaitan yang erat dengan bidang pertanahan, khususnya dalam
pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD). Tanah Kas Desa (TKD) merupakan
aset milik kalurahan yang menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli
Kalurahan (PADKal). Oleh karena itu, pengelolaan, pemanfaatan, dan
pencatatan Tanah Kas Desa yang tercermin dalam APBKal harus dilakukan
secara transparan dan akuntabel agar masyarakat mengetahui bagaimana
aset tersebut dikelola dan bagaimana pendapatan yang dihasilkan
dimanfaatkan. Dengan demikian, pengelolaan Tanah Kas Desa yang baik
dapat mencegah penyimpangan, meminimalkan konflik, serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan.

Selain itu, APBKal menjadi sumber pembiayaan berbagai kegiatan
pembangunan di tingkat kalurahan yang mendukung pemanfaatan tanah dan
sektor pertanian, seperti pembangunan jalan usaha tani, embung, jaringan
irigasi, serta sarana dan prasarana pertanian. Dalam konteks reforma
agraria, anggaran kalurahan juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan
ekonomi berbasis tanah melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan
penguatan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Dengan
demikian, transparansi dan akuntabilitas APBKal tidak hanya berdampak
pada tata kelola keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi
pengelolaan tanah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas penerapan
prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa,

sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek kepatuhan
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administratif dan kesesuaian terhadap regulasi, serta belum secara
mendalam mengkaji dampaknya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat
sebagai indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan lokal. Selain itu,
kajian yang secara spesifik meneliti pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan (APBKal) dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta
masih terbatas, terutama yang menyoroti kesenjangan antara keterbukaan
informasi secara formal dengan tingkat pemahaman dan aksesibilitas
informasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki
kebaruan yaitu menganalisis secara komprehensif dampak akuntabilitas dan
transparansi APBKal terhadap kepercayaan masyarakat dalam konteks
Pemerintahan Kalurahan, sehingga memberikan kontribusi empiris
terhadap penguatan tata kelola keuangan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut
mengenai akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya
di Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.
Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang lebih
menyeluruh mengenai proses pelaksanaan, berbagai kendala yang dihadapi,
serta upaya yang dilakukan dalam mengatasinya. Berdasarkan hal tersebut,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak
Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan terhadap Kepercayaan Masyarakat (Studi di Kalurahan

Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul)”.

. Perumusan Masalah

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan kalurahan,
penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) menjadi aspek
yang sangat penting untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik serta
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal. Namun,
dalam praktiknya, akuntabilitas dan transparansi sering kali menghadapi

kendala, baik dalam aspek administratif, partisipatif, maupun dalam
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penyampaian informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip
tersebut dijalankan serta bagaimana dampaknya terhadap tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kalurahan. Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak akuntabilitas dan transparansi dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) terhadap kepercayaan
masyarakat di Kalurahan Pucung?

2. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
(APBKal) terhadap kepercayaan masyarakat di Kalurahan Pucung?

3. Apa solusi yang dilakukan pemerintah Kalurahan Pucung untuk
mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dampak akuntabilitas dan transparansi dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di
Kalurahan Pucung terhadap kepercayaan masyarakat.

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan (APBKal) serta dampaknya terhadap kepercayaan
masyarakat di Kalurahan Pucung.

c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan pemerintah Kalurahan
Pucung untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk mewujudkan
dampak positif akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan (APBKal) terhadap kepercayaan masyarakat

di Kalurahan Pucung.
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang
konstruktif bagi Kementerian ATR/BPN dalam rangka evaluasi
dan peningkatan kebijakan terkait tata Kelola pemerintahan
desa, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan anggaran.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Penelitian ini berfungsi sebagai reservoir pengetahuan yang
dapat menambah sumber akademik di lingkungan Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional serta menjadi referensi bagi
pengembangan kajian ilmiah di bidang administrasi dan tata
kelola pemerintahan desa.
Pemerintah Kalurahan Pucung

Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi
oleh Pemerintah Kalurahan Pucung untuk memperkuat praktik
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal), serta dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
Peneliti

Penelitian ini memiliki kegunaan bagi peneliti sebagai
bagian dari pemenuhan prasyarat akademik untuk kelulusan,
sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan
analitis dan pemahaman terhadap implementasi kebijakan di

Tingkat Kalurahan.
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BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak akuntabilitas dan
transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)
terhadap kepercayaan masyarakat di Kalurahan Pucung, Kapanewon

Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Penerapan akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Pucung memberikan
dampak positif terhadap hubungan antara pemerintah kalurahan dan
masyarakat, terutama melalui meningkatnya kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah kalurahan. Akuntabilitas diwujudkan melalui
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
pelaporan, dan pertanggungjawaban anggaran. Sementara itu,
transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi APBKal
melalui musyawarah kalurahan, website, media sosial, baliho APBKal,
dan papan informasi kegiatan pembangunan. Penerapan kedua prinsip
tersebut meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan
anggaran, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
kalurahan, serta mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
musyawarah, dukungan terhadap program pembangunan, dan
pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan (APBKal).

b. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan masih menghadapi beberapa
kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.
Kendala internal meliputi kualitas sumber daya manusia (SDM) yang
memengaruhi pemahaman dan penyampaian informasi kepada
masyarakat. Sementara itu, kendala eksternal meliputi perubahan

kebijakan dan regulasi serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan
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tidak seluruh usulan pembangunan dapat direalisasikakn. Kendala-
kendala tersbut menjadi tantangan pemerintah kalurahan dalam
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang optimal.

c. Pemerintah kalurahan pucung telah melakukan berbagai upaya untuk
mengatasi kendala internal dan eksternal yang dihadapi dalam
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan (APBKal). Upaya yang dilakukan untuk kendala
internal berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM),
khususnya yang memengaruhi pemahaman dan penyampaian informasi
kepada masyarakat. Pemerintah keluarahan tidak hanya menyampaikan
informasi melalui baliho, media sosial, dan website, tetapi juga
melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat ditingkat
padukuhan. Melalui kegiatan tersebut, informasi mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan disampaikan dengan Bahasa yang
lebih sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sementara itu, untuk mengatasi kendala eksternal terkait perubahan
kebijakan dan regulasi serta keterbatasan anggaran, pemerintah
kalurahan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, menyampaikan
informasi secara terbuka kepada masyarakat, melibatkan masyarakat
dalam musyawarah peremcanaan Pembangunan, serta penerapan skala
prioritas Pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan
kemampuan anggaran kalurahan.

B. Saran
a. Bagi Pemerintah Kalurahan Pucung

Pemerintah kalurahan pucung perlu terus meningkatkan kualitas
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja kalurahan, terutama dalam penyampaian informasi yang mudah
dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pemanfaatan
media informasi baik secara langsung maupun digital perlu terus
dioptimalkan agar masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih

luas dan merata.
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b. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dalam setiap
tahapan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan,
mulai  dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan
prmbangunan. Partisipasi aktif masyarakat akan mendukung
terwujudnya tata kelola pemerintah yang lebih transparan, akuntabel,
dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam
mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran
pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan menggunakan cakupan

willayah yang lebih luas atau pendekatan penelitian yang berbeda.
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